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ABSTRAK 

Pembuatan naskah akademik peraturan perundang-undangan merupakan proses 

yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar 

hukum serta penerapan teknis dan tata cara penulisan yang tepat. Artikel ini 

menguraikan berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam pembuatan naskah 

akademik peraturan perundang-undangan, termasuk konsep dasar peraturan 

perundang-undangan, teknis penulisan naskah, tahapan pembuatan naskah, tata 

cara penulisan, serta etika penulisan. Melalui penerapan teknis dan tata cara yang 

telah dijelaskan, diharapkan penulis dapat menghasilkan naskah-naskah yang 

berkualitas dan berintegritas, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam 

pengembangan ilmu hukum dan peningkatan keadilan serta kepastian hukum 

dalam masyarakat. 

Kata kunci: Naskah Akademik, Peraturan Perundang-Undangan 

 

ABSTRACT 

The creation of academic manuscripts on legislation is a complex process that requires a deep 

understanding of basic legal concepts and the proper application of technical writing 

techniques and protocols. This article outlines various aspects to consider in the creation of 

academic manuscripts on legislation, including the fundamental concepts of legislation, 

technical writing techniques, manuscript creation stages, writing protocols, and ethical 

considerations. Through the implementation of the described technicalities and protocols, it is 

hoped that authors can produce high-quality and integrity-driven manuscripts, thus making 

significant contributions to the development of legal studies and the enhancement of justice 

and legal certainty within society. 

Keywords: Academic manuscripts, Legislation 

 

PENDAHULUAN 

Dalam sistem hukum suatu negara, peraturan perundang-undangan memiliki peran 

yang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat serta menjaga 

kestabilan dan keadilan. Peraturan-peraturan ini merupakan produk dari proses 

penyusunan yang cermat dan sistematis, yang memerlukan pembuatan naskah yang 

akurat dan bermutu. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai teknis dan 
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tata cara pembuatan naskah akademik peraturan perundang-undangan sangatlah 

penting bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi hukum. 

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai 

teknis dan tata cara pembuatan naskah akademik peraturan perundang-undangan. 

Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat memperoleh pandangan yang jelas 

dan sistematis tentang proses penyusunan naskah yang berkualitas tinggi dalam 

konteks peraturan hukum. 

Dalam artikel ini, akan dibahas secara mendalam mengenai konsep dasar peraturan 

perundang-undangan, teknis penulisan naskah akademik, tahapan pembuatan 

naskah, tata cara penulisan, serta etika yang harus diperhatikan dalam proses 

penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan. Selain itu, artikel ini 

juga akan memberikan contoh penerapan teknis dan tata cara yang telah dibahas 

dalam sebuah studi kasus untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret 

kepada pembaca. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat menjadi panduan 

yang berguna bagi para pembaca yang tertarik dalam bidang pembuatan naskah 

akademik peraturan perundang-undangan. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah review literatur yang 

sistematis dan komprehensif. Langkah-langkah dalam metode penelitian ini 

mencakup: 

1. Pemilihan Sumber Literatur: Penelitian dilakukan dengan melakukan 

pencarian terhadap sumber-sumber literatur yang relevan dan berkualitas, 

baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun dokumen resmi 

terkait peraturan perundang-undangan. 

2. Penelaahan Literatur: Setelah sumber-sumber literatur terpilih, dilakukan 

penelaahan secara mendalam terhadap isi literatur tersebut. Informasi-

informasi yang relevan dengan teknis dan tata cara pembuatan naskah 

akademik peraturan perundang-undangan diekstraksi dan dianalisis dengan 

cermat. 

3. Klasifikasi dan Pengelompokan Informasi: Informasi yang diperoleh dari 

literatur diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama 

yang akan dibahas dalam artikel, seperti konsep dasar peraturan perundang-

undangan, teknis penulisan naskah akademik, tahapan pembuatan naskah, 

tata cara penulisan, dan etika penulisan. 

4. Sintesis dan Penyusunan Informasi: Informasi yang telah dikelompokkan 

disintesis dan disusun secara sistematis sesuai dengan kerangka artikel yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa isi 

artikel dapat disampaikan secara jelas dan terstruktur. 

5. Verifikasi dan Validasi: Setelah penyusunan informasi, dilakukan verifikasi 

dan validasi terhadap kebenaran dan konsistensi informasi yang disajikan. 
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Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa artikel memiliki kredibilitas 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Konsep Dasar Peraturan Perundang-Undangan 

Peraturan perundang-undangan adalah salah satu instrumen utama dalam sistem 

hukum suatu negara yang bertujuan untuk mengatur perilaku dan hubungan antara 

individu, institusi, dan pemerintah. Dalam bagian ini, akan dibahas konsep dasar 

peraturan perundang-undangan, termasuk definisi, fungsi, tujuan, serta jenis-

jenisnya. (Agustinus, 2019) 

1. Definisi dan Pengertian 

Peraturan perundang-undangan merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh 

pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam suatu negara, yang mengikat 

secara hukum dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara serta pihak yang 

berkepentingan. Definisi ini mencakup berbagai jenis aturan hukum, seperti 

undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan keputusan presiden. 

2. Fungsi dan Tujuan 

Fungsi utama dari peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan 

ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Beberapa fungsi dan tujuan 

khusus peraturan perundang-undangan antara lain: 

a. Membangun landasan hukum yang kuat untuk menjaga keamanan dan 

stabilitas sosial. 

b. Mengatur hak dan kewajiban warga negara serta hubungan antara individu 

dan negara. 

c. Memberikan pedoman bagi pelaksanaan kebijakan publik dan pengaturan 

kehidupan masyarakat. 

d. Menjamin perlindungan hak asasi manusia dan keadilan bagi semua warga 

negara. (Hendaru, 2018) 

3. Jenis-jenis Peraturan Perundang-Undangan 

Peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan 

cakupan, proses pembuatannya, dan hierarki kekuasaannya. Beberapa jenis 

peraturan perundang-undangan yang umum meliputi: 

a. Undang-Undang: Merupakan aturan hukum tertinggi yang dibuat oleh 

lembaga legislatif dan dijadikan dasar hukum bagi pembentukan peraturan 

lebih lanjut. 

b. Peraturan Pemerintah: Aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk 

melaksanakan ketentuan dalam undang-undang atau mengatur hal-hal yang 

lebih rinci. 

c. Peraturan Daerah: Aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk 

mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah tertentu. 
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d. Keputusan Presiden: Aturan yang dikeluarkan oleh presiden untuk mengatur 

hal-hal yang bersifat penting dan mendesak dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan. (Kartono, 2019) 

Melalui pemahaman tentang konsep dasar peraturan perundang-undangan ini, 

diharapkan masyarakat dapat lebih memahami peran serta pentingnya hukum 

dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

B. Teknis Penulisan Naskah Akademik 

Pembuatan naskah akademik peraturan perundang-undangan membutuhkan 

pemahaman mendalam tentang konsep dasar hukum serta kemampuan untuk 

menyampaikan informasi secara jelas dan sistematis. Bagian ini akan membahas 

teknis-teknis penting yang perlu diperhatikan dalam penulisan naskah akademik 

peraturan perundang-undangan, meliputi penetapan tema dan ruang lingkup, 

pengumpulan data dan informasi, analisis data, serta penyusunan struktur naskah. 

(Budiardjo, 2019) 

1. Penetapan Tema dan Ruang Lingkup 

Langkah pertama dalam penulisan naskah akademik adalah menetapkan tema atau 

topik yang akan dibahas serta ruang lingkupnya. Pemilihan tema harus didasarkan 

pada relevansi dan kepentingan dalam konteks peraturan perundang-undangan 

yang akan disusun. Ruang lingkup harus diatur sedemikian rupa agar pembahasan 

tidak terlalu luas atau terlalu sempit. 

2. Pengumpulan Data dan Informasi 

Setelah tema ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data dan 

informasi yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Data dan informasi ini 

dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti literatur hukum, dokumen resmi 

pemerintah, hasil penelitian terkait, serta pendapat para ahli. Pengumpulan data 

yang komprehensif akan memastikan bahwa naskah akademik memiliki dasar yang 

kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Analisis Data 

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis secara 

mendalam terhadap data tersebut. Analisis data ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara berbagai informasi yang 

dikumpulkan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, analisis data dapat 

mencakup evaluasi terhadap efektivitas suatu peraturan, dampaknya terhadap 

masyarakat, serta konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. 

(Machmud, 2018) 

4. Penyusunan Struktur Naskah 

Struktur naskah akademik peraturan perundang-undangan harus disusun dengan 

baik agar pembaca dapat mengikuti alur pemikiran dengan mudah. Struktur yang 

umum digunakan meliputi bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil 
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penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Setiap bagian harus 

diorganisir secara logis dan sesuai dengan tujuan penulisan. 

Dengan memperhatikan teknis-teknis penulisan yang telah dibahas di atas, 

diharapkan penulis naskah akademik peraturan perundang-undangan dapat 

menghasilkan karya yang berkualitas dan memiliki dampak positif dalam 

pengembangan hukum serta kehidupan masyarakat. 

C. Tahapan Pembuatan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan 

Proses pembuatan naskah akademik peraturan perundang-undangan melibatkan 

serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur. berikut ini akan diuraikan 

empat tahapan utama dalam proses tersebut, yakni perencanaan awal, penulisan 

naskah, peer review, serta revisi dan penyuntingan. (Sudjana, 2019) 

1. Perencanaan Awal 

Perencanaan awal merupakan tahapan penting dalam pembuatan naskah akademik. 

Pada tahap ini, penulis perlu merumuskan tujuan penulisan, menetapkan ruang 

lingkup, serta menyusun rencana kerja yang terinci. Selain itu, penulis juga perlu 

melakukan analisis kebutuhan sumber daya dan waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan naskah dengan baik. 

2. Penulisan Naskah 

Setelah perencanaan awal selesai, tahap selanjutnya adalah menulis naskah sesuai 

dengan rencana yang telah disusun. Penulis harus memperhatikan struktur naskah 

dan mengikuti aturan penulisan akademik yang berlaku. Selain itu, penggunaan 

bahasa yang jelas dan padat serta penyajian data yang akurat juga menjadi hal yang 

penting dalam tahap ini. 

3. Peer Review 

Setelah naskah selesai ditulis, tahap selanjutnya adalah peer review. Peer review 

merupakan proses dimana naskah dievaluasi oleh para ahli atau rekan sejawat 

untuk menilai keandalan, keberterimaan, serta kualitas secara keseluruhan. Umpan 

balik dari para reviewer akan membantu penulis untuk meningkatkan kekurangan 

dan kesalahan dalam naskah, serta memastikan bahwa naskah memenuhi standar 

akademik yang ditetapkan. (Arikunto, 2010) 

4. Revisi dan Penyuntingan 

Berdasarkan hasil peer review, penulis kemudian melakukan revisi terhadap naskah 

untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang telah diidentifikasi. Selain itu, 

tahap ini juga mencakup proses penyuntingan untuk memperbaiki tata bahasa, 

struktur kalimat, serta format naskah secara keseluruhan. Revisi dan penyuntingan 

yang teliti akan membantu meningkatkan kualitas dan keberterimaan naskah 

sebelum akhirnya disampaikan kepada publik. 

Dengan melalui empat tahapan tersebut, diharapkan proses pembuatan naskah 

akademik peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara sistematis dan 
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menghasilkan karya yang berkualitas serta dapat memberikan kontribusi yang 

signifikan dalam pengembangan ilmu hukum. 

D. Tata Cara Penulisan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan 

Tata cara penulisan naskah akademik peraturan perundang-undangan memiliki 

peran penting dalam memastikan bahwa informasi disampaikan secara jelas, akurat, 

dan bermutu. Bagian ini akan membahas empat aspek penting dalam tata cara 

penulisan naskah akademik peraturan perundang-undangan, yaitu penulisan 

bahasa dan gaya penulisan, penggunaan referensi dan kutipan, format penulisan, 

serta pedoman penyusunan daftar pustaka. (Bambang, 2020) 

1. Penulisan Bahasa dan Gaya Penulisan 

Penulisan bahasa dalam naskah akademik peraturan perundang-undangan haruslah 

formal, jelas, dan padat. Hindari penggunaan bahasa yang ambigu atau berlebihan, 

serta gunakan istilah-istilah teknis yang sesuai dengan konteks hukum. Selain itu, 

perhatikan juga gaya penulisan yang konsisten dan mengikuti aturan-aturan 

penulisan akademik yang berlaku. 

2. Penggunaan Referensi dan Kutipan 

Penggunaan referensi dan kutipan merupakan bagian penting dalam mendukung 

argumen dan kesimpulan yang disampaikan dalam naskah akademik. Pastikan 

bahwa referensi yang digunakan merupakan sumber-sumber yang kredibel dan 

relevan dengan topik yang dibahas. Selain itu, cantumkan kutipan dengan benar 

sesuai dengan format penulisan yang digunakan, dan hindari plagiatisme dengan 

memberikan atribusi yang tepat. (Santoso, 2017) 

3. Format Penulisan 

Format penulisan naskah akademik peraturan perundang-undangan harus 

mengikuti standar yang telah ditetapkan dalam disiplin ilmu hukum. Hal ini 

termasuk pengaturan margin, font, spasi, serta penomoran halaman sesuai dengan 

pedoman yang berlaku. Pastikan juga bahwa struktur naskah mengikuti format 

yang tepat, seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil penelitian, 

pembahasan, dan kesimpulan. 

4. Pedoman Penyusunan Daftar Pustaka 

Daftar pustaka merupakan bagian yang penting dalam naskah akademik peraturan 

perundang-undangan, yang mencantumkan semua sumber referensi yang 

digunakan dalam penulisan. Pastikan bahwa setiap referensi dicantumkan dengan 

lengkap dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan, seperti format APA, MLA, 

atau Chicago. Periksa kembali setiap detail referensi untuk memastikan 

keakuratannya. 

Dengan memperhatikan tata cara penulisan yang telah dijelaskan di atas, 

diharapkan naskah akademik peraturan perundang-undangan dapat disusun 

dengan baik dan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Hal ini akan membantu 



CAUSA   

 

 

ISSN 3031-0369 

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 
Vol 3 No 2 Tahun 2024.  

Prefix DOI : 10.3783/causa.v1i1.571 

dalam memperkuat argumen, meningkatkan keberterimaan, serta memberikan 

kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu hukum. (Putra, 2021) 

E. Etika Penulisan Naskah Akademik 

Etika penulisan naskah akademik merupakan prinsip-prinsip yang harus dijunjung 

tinggi oleh setiap penulis dalam upaya memastikan integritas dan keberterimaan 

karya ilmiah yang dihasilkan. Bagian ini akan membahas tiga aspek penting dalam 

etika penulisan naskah akademik peraturan perundang-undangan, yaitu 

penghindaran plagiarisme, penghormatan terhadap sumber daya lain, serta 

transparansi dan keterbukaan. 

1. Penghindaran Plagiarisme 

Plagiarisme merupakan tindakan yang melanggar etika akademik, yang mencakup 

penggunaan ide, kata-kata, atau karya orang lain tanpa memberikan atribusi yang 

tepat. Untuk menghindari plagiarisme, penulis harus selalu memberikan sumber 

atau kutipan yang jelas untuk setiap ide atau informasi yang diambil dari sumber 

lain. Selain itu, penulis juga harus memastikan bahwa semua kutipan langsung dan 

parafrase disertai dengan tanda kutip dan rujukan yang benar. (Budi, 2019) 

2. Penghormatan Terhadap Sumber Daya Lain 

Penghormatan terhadap sumber daya lain mencakup pengakuan dan penghargaan 

terhadap kontribusi orang lain dalam proses penulisan. Ini termasuk memberikan 

pengakuan kepada penulis, peneliti, atau lembaga yang telah menyediakan data, 

informasi, atau pemikiran yang digunakan dalam naskah. Penulis juga harus 

memastikan bahwa sumber daya lain yang digunakan telah dikonsultasikan dan 

diinterpretasikan secara tepat, serta tidak dimanipulasi untuk kepentingan pribadi. 

3. Transparansi dan Keterbukaan 

Transparansi dan keterbukaan dalam penulisan naskah akademik penting untuk 

memastikan bahwa pembaca dapat memahami asal-usul, metode, dan proses 

penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah. Penulis harus menyajikan 

informasi secara jujur dan objektif, serta memberikan penjelasan yang lengkap 

mengenai metodologi, analisis data, dan temuan yang diperoleh. Selain itu, penulis 

juga harus membuka diri terhadap kritik dan pertanyaan dari pembaca atau rekan 

sejawat. (Rahayu, 2022) 

Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika penulisan naskah akademik yang telah 

dijelaskan di atas, diharapkan setiap naskah akademik peraturan perundang-

undangan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu 

hukum serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas dan integritas 

penelitian ilmiah. 

F. Contoh Penerapan Teknis dan Tata Cara pada Studi Kasus 

Dalam pembahasan sebelumnya, telah diuraikan teknis dan tata cara pembuatan 

naskah akademik peraturan perundang-undangan secara umum. Sekarang, mari 

kita lihat contoh penerapan teknis dan tata cara tersebut pada sebuah studi kasus. 
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1. Analisis Pembuatan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan 

Studi kasus yang akan kita bahas adalah tentang pembuatan naskah akademik 

mengenai regulasi perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Berikut adalah 

langkah-langkah yang diambil dalam proses pembuatan naskah ini: (Surya, 2018) 

1. Perencanaan Awal: Penulis melakukan analisis mendalam terhadap 

peraturan-peraturan lingkungan hidup yang ada, serta menetapkan tujuan 

dan ruang lingkup penulisan naskah. 

2. Pengumpulan Data dan Informasi: Data dan informasi terkait dengan 

regulasi lingkungan hidup, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, 

dan dokumen resmi terkait, dikumpulkan secara sistematis dari berbagai 

sumber. 

3. Analisis Data: Data yang terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasi 

kelemahan dan kekurangan dalam regulasi lingkungan hidup yang ada, serta 

potensi perbaikan yang perlu dilakukan. 

4. Penyusunan Struktur Naskah: Naskah disusun sesuai dengan struktur yang 

telah ditetapkan, termasuk pendahuluan tentang pentingnya perlindungan 

lingkungan hidup, tinjauan pustaka tentang regulasi yang berlaku, 

metodologi analisis, hasil penelitian, pembahasan tentang temuan dan 

implikasinya, serta kesimpulan dan rekomendasi. (Pranowo, 2019) 

2. Evaluasi dan Rekomendasi 

Setelah naskah selesai ditulis, dilakukan evaluasi terhadap kualitas dan 

keberterimaan naskah melalui proses peer review. Reviewer yang terdiri dari ahli 

lingkungan hidup dan hukum melakukan evaluasi terhadap kesesuaian metodologi, 

keakuratan analisis, serta kejelasan dan konsistensi argumen yang disampaikan. 

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dilakukan revisi dan penyuntingan terhadap 

naskah untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ditemukan. Revisi 

dilakukan dengan memperhatikan masukan dan saran dari reviewer, serta 

memastikan bahwa naskah memenuhi standar kualitas dan etika penulisan 

akademik yang berlaku. (Siregar, 2020) 

Dari proses evaluasi tersebut, beberapa rekomendasi dapat diambil untuk perbaikan 

lebih lanjut, seperti penambahan referensi yang relevan, penyempurnaan analisis 

data, serta klarifikasi terhadap beberapa argumen yang masih memerlukan 

penjelasan lebih lanjut. 

Dengan demikian, melalui studi kasus ini, kita dapat melihat bagaimana teknis dan 

tata cara pembuatan naskah akademik peraturan perundang-undangan diterapkan 

dalam konteks nyata, serta pentingnya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk 

memastikan kualitas dan keberterimaan naskah tersebut. 

KESIMPULAN 

Setelah membahas secara mendalam mengenai teknis dan tata cara pembuatan 

naskah akademik peraturan perundang-undangan, pada bagian ini akan disajikan 
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ringkasan pembahasan serta implikasi dan relevansinya dalam konteks 

pengembangan ilmu hukum. 

Dalam artikel ini, telah diuraikan berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam 

pembuatan naskah akademik peraturan perundang-undangan. Konsep dasar 

peraturan perundang-undangan, teknis penulisan naskah, tahapan pembuatan 

naskah, tata cara penulisan, serta etika penulisan telah dibahas secara komprehensif. 

Penekanan diberikan pada pentingnya perencanaan awal, penggunaan bahasa yang 

jelas dan padat, serta transparansi dan keterbukaan dalam penyajian informasi. 

Pemahaman yang mendalam mengenai teknis dan tata cara pembuatan naskah 

akademik peraturan perundang-undangan memiliki implikasi yang signifikan 

dalam pengembangan ilmu hukum dan penyusunan kebijakan. Dengan mematuhi 

prinsip-prinsip penulisan yang telah dibahas, para penulis dapat menghasilkan 

karya-karya yang berkualitas dan memiliki dampak positif dalam meningkatkan 

pemahaman, memperkuat landasan hukum, serta meningkatkan keadilan dan 

kepastian hukum dalam masyarakat. 

Selain itu, pemahaman tentang etika penulisan juga penting untuk menjaga 

integritas dan keberterimaan karya ilmiah. Dengan menghindari plagiarisme, 

menghormati sumber daya lain, serta menjaga transparansi dan keterbukaan, 

penulis dapat membangun reputasi yang baik dalam komunitas akademik dan 

mendorong kolaborasi serta pertukaran pengetahuan yang lebih baik. 
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